BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR % TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

: O . Menimbang :@ a. bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i Undang-Undang

‘ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
. Pemerintahan Daerah disebutkan Bupati mempunyai
kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja berdasarkan ketentuan Pasal 194
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

:\@ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

" untuk penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan

Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

SR AR

a;,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun
Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

-«  Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

i

=1




- W

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4844};

Undang-Undang . Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65. Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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Menetapkan :

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10j};

Peraturan Daerah Kabupaten Reokan Hilir Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor O1 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013
Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013,

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan realisasl anggaran;
b. Neraca,

¢. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milk
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan...

b. Belanja...

Surplus/defisit...

¢. Pembiayaan

Rp. 1.955.182.048.636,67
Rp. 2.281.575.838.227,00
Rp. (326.393.789.590,33)

- Penerimaan Daerah... Rp. 509.392.230.701,09
- Pengeluaran Daerah... Rp. 0,00
Pembiayaan Netto... Rp. 509.392.230.701,09

-



Pasal 3 R

Urailan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.452.904.262.109,33 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.2.408.086.310.746,00
2. Realisasi Rp.1.955.182.048.636,67
Selisih lebih/{kurang) Rp. 452.904.262.109,33

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.628.484.153.220,00
dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.910.059.991.447,00
2. Realisasi Rp. 2.281.575.838.227,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 628.484.153.220,00
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 175.579.891.110,67 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (501.973.680.701,00)
2. Realisasi Rp. (326.393.789.590,33)
Selisih lebih/(kurang) Rp. (175.579.891.110,67)

d. Selisih  anggaran  dengan  realisasi penerimaan daerah sejumlah
Rp. 0,09 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan daerah

setelah perubahan : Rp. 509.392.230.701,00
2. Realisasi Rp. 509.392.230.701,09
Selisih lebih/(kurang) Rp. {0,09)

e. Selisih anggaran dengan  realisasi  pengeluaran daerah sejumlah
Rp. 7.418.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran daerah

setelah perubahan Rp. 7.418.550.000,00
2. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 7.418.550.000,00

f. Selisih anggaran dengan  realisasi pembiayaan  netto  sejumlah
Rp. 7.418.550.000,09 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 501.973.680.701,00
2. Realisasi Rp.  509.392.230.701,09
Selisih lebih/{kurang) Rp. {7.418.550.000,09)

Pasal 4

Neraca secbagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember

Tahun 2013 sebagai berikut :
a.Jumlah aset Rp. 7.867.528.026.366,93

b. Jumlah kewajiban Rp. 1.869.716.296,00
c. Jumlah ekuitas.dana ‘ Rp. 7.865.658.310.070,93



Pasal 5

-

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013

- Saldo Kas di Kas Daerah Rp. 506.410.543.865,09
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 797.306.908.571,67
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp. (1.125.341.514.011,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran g'3"‘Rp. 2.981.686.836,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 4.135.942.557,00

- Saldo Kas di Kas Daerah Rp. 177.221.682.704,76

. Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun
anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran [
Lampiran .1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran .5
Lampiran 1.6
Lampiran .7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran [.10 :

Lampiran [.11

Laporan realisasi anggaran,

Ringkasan laporan realisasi ‘4nggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan nagara;
Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yané"" belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarakan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
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b. Lampiran 11 : Neraca
c. Lampiran I : Laporan arus kas
d. Lampiran IV~ : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

terdiri dari ;

a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Deerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. -«

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
: ggal 30 Oktober 201k

Diundangkan di Bagansiapiapi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 14



